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ABSTRAK

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang
kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, batas antar daerah
menjadi hal yang sangat penting. Batas daerah menjadi satu hal yang penting untuk
menentukan sampai mana wilayah kekuasaan suatu daerah. Permasalahan batas
daerah masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi dalam
penegasan batas wilayah yaitu antara Kabupaten dengan Kota Magelang. Kasus yang
telah berlangsung lama ini dinyatakan selesai dengan dikeluarkannya Permendagri
Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota
Magelang Provinsi Jawa Tengah. Adanya Permendagri ini menarik perhatian
penyusun untuk melakukan penelitian terhadap respon masyarakat, karena masalah
ini merupakan permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama.
Sehingga penyusun ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat Magelang
terhadap Permendagri yang digunakan sebagai pedoman batas daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan
di tiga desa terkait, yaitu Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Penyusun
melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat serta orang-
orang yang berpengaruh bagi masyarakat untuk menguatkan bahwa data yang
penyusun dapatkan sesuai dengan keilmuan narasumber. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh
mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif. Teori maslahah mursalah
penyusun gunakan sebagai pisau bedah penelitian ini. Di lihat dari segi kualitas dan
kepentingannya, maslahah mursalah dibagi menjadi tiga, yaitu maslahah
dharariyyah, maslahah hdjiyyah dan maslahah tahsiniyyah. Penyusun meninjau
bagaimana respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017
berdasarkan macam-macam maslahah mursalah.

Hasil dari lapangan, ditemukan respon dari masyarakat yaitu masyarakat yang
menerima Permendagri, yaitu masyarakat yang setuju dengan ketetapan di dalamnya.
Respon ini termasuk dalam maslahah dhaririyyah. Masyarakat menolak
Permendagri, artinya tidak setuju dengan isi Permendagri dan menginginkan
wilayahnya berpindah menjadi wilayah kota, termasuk dalam kategori maslahah
hajiyyah dan masyarakat yang tidak berpendapat dengan adanya Permendagri
dikarenakan tidak mengetahui permasalahan yag ada sehingga penyelesaiannya pun
tidak mereka ketahui, termasuk dalam kategori maslahah tahsiniyyah.

Kata kunci : Otonomi daerah, maslahah mursalah.



‘LET)/'\

o
Dia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal  : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
NIM : 14370048
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Magelang Terhadap

Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum
Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat
segera dimunaqasahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2018
Pembimbing,

NIP. 19720903 19983 1 001

FM-UINSK-BM-05-03 / RO



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
Ql J1.Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1280 C/Un.02/DS/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP
PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFRILIA TRI NINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa  : 14370048
Telah divjikan Pada : Rabu, 16 Mei 2018

Nilai Ujian Tugas Akhir ~ : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN GAS AKHIR

NIP : 19720903 1998803 1 00]
Pengyji 1 Penguji 11

| 4

izl Qesin, MiSi: Siti Jahroh, S.H.L, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004 NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga







MOTTO
sl 2, ) Lay ol sl (a5 Adilh Ll e (12
“Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri

dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya

sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba (Nya)”

(Fussilat: 46)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal
22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& sa’ $ s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh K dan h

2 Dal D De

3 Zal Y Z (dengan titik di atas)

D) Ra’ R Er

D) Za’ V4 Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)
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Déad
T&
7y’
‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nin
Wawu
Ha’
Hamzah

Ya’

De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

3

el

3

cm
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

A

3220

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah




C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

A& Ditulis hikmah

Ll Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

REPNERES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathdh, kasrah dan ddmmah ditulis

t

PRES Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

. fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
- dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang



fathah+alif Ditulis A

' s Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A

i (ol Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I

’ AP Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U

* s Ditulis furid

F. Vokal Rangkap

fathah+ya’ mati Ditulis Al

' & Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au

: J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda

apostrof ()

1 | S Ditulis a’antum

2 | Sk i Ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang4/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

o ol Ditulis Al-Qur’an

bl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf I (el)-nya.

Al Ditulis as-Sama

ol Ditulis as-Syams

I.  Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid

A& Jal Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat,
lafaz.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Era demokratisasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah
seluas-luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar pemerintah pusat
menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah
otonom.! Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan
seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak teralalu aktif mengatur
daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam
membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-
sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang
wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja,
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.?

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Indonesia sering
disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip
luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian pula setelah Undang-Undang (UU)

tentang Pemerintah Daerah tersebut diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang

! Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,
(Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), him. 1.

2 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), him. 7.



kemudian diganti lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, prinsip luas, nyata dan
bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah
otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi undang-undang
yang baru tersebut. Daerah menjadi memandang penting perlunya penegasan batas
daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan
untuk mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan
aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya.
Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu
bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah
menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah
kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sodjuangun  Situmorang mengungkapkan, persoalan batas wilayah

administrasi di Indonesia sering kali terjadi sejak era otonomi daerah.* Salah satu

3 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Peraturan Daerah.

4 Lailatul Fitriyani dan Lena Satlita, “Pengelolaan Perselisihan Dalam Penegasan Batas
Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah”, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Yogyakarta, 2017.



perselisihan akibat kurang tegasnya batas wilayah ini terjadi antara Kota dengan
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Konflik yang terjadi dalam penegasan batas
daerah Kota dengan Kabupaten Magelang menjadi persoalan yang sangat panjang.
Banyak faktor yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain sehingga
menyebabkan tidak segera terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua
daerah tersebut, baik secara administratif maupun fisik.

Permasalahan batas daerah Magelang sebenarnya adalah penegasan daerah,
bukan perluasan daerah.®> Batas daerah untuk sisi selatan, berbatasan dengan Desa
Banyurojo, Bulurejo dan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan belum mencapai titik
temu. Sementara garis batas sisi barat, timur dan utara telah ditandatangani oleh
Sekda masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Bupati Magelang
dan Wali Kota Magelang pada tahun 2007 tentang kesepakatan batas daerah. Pada
permasalahan ini, Pemkab Magelang berpegang pada Permendagri Nomor 76 Tahun
2012 tentang Penegasan Batas Daerah. Sedangkan Pemkot tetap bersikeras meminta
perluasan wilayah hingga memakan 13 desa yang termasuk dalam daerah kabupaten
dengan berpegang pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati 11 Magelang Nomor
6 Tahun 1987 Tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Wilayah Administrasi

Kepada Dati 11 Kota Madya Magelang.® Oleh karena permasalahan ini tak kunjung

5 https://www.radarjogja.co.id/keukeuh-penegasan-batas-wilayah-kabupaten-dan-kota-
magelang/, diakses pada 3 Maret 2017.

& www.radarjogja.co.id/kota-dan-kabupaten-magelang-rebutan-13-desa/, diakses pada 21
Februari 2018.



https://www.radarjogja.co.id/keukeuh-penegasan-batas-wilayah-kabupaten-dan-kota-magelang/
https://www.radarjogja.co.id/keukeuh-penegasan-batas-wilayah-kabupaten-dan-kota-magelang/
http://www.radarjogja.co.id/kota-dan-kabupaten-magelang-rebutan-13-desa/

mendapat titik temu kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
mencapai penyelesaian.

Seiring berjalannya waktu, wacana perluasan dan tapal batas Kota dengan
Kabupaten Magelang terus mengalami perkembangan signifikan. Setelah perjuangan
panjang yang dilalui dengan beberapa kali mengadakan pertemuan antara Pemkab
dengan Pemkot, Bupati dengan Walikota dan DPRD yang difasilitasi Pemprov Jawa
Tengah ini tidak berhasil, akhirnya permasalahan ini dinyatakan tuntas dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.’
Kota Magelang mengalami pergeseran batas wilayah dan luas. Semula 18,12
kilometer persegi, sedikit bertambah menjadi 18,53 kilometer persegi.

Terbitnya Permendagri ini disambut positif di kalangan DPRD Kabupaten
Magelang karena ketetapan itu memberi kepastian hukum mengenai batas wilayah
bagi dua daerah.® Namun hal tersebut belum tentu dilakukan juga oleh masyarakat
Kabupaten maupun Kota Magelang, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di
tiga desa yang menjadi kontroversi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
mengetahui bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap penyelesaian persoalan

batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang yang tertuang dalam Permendagri

7 http://www.kebumenekspres.com/2017/12/kota-magelang-alami-perluasan-jadi-1853.html,
diakses pada 21 Februari 2018.

8 www.wawasan.co/home/detail/1817/Permendagri-642017-Solusi-Batas-Wilayah, diakses
pada 6 Maret 2018.
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Nomor 64 Tahun 2017. Peneliti juga akan menganalisis respon yang peneliti
dapatkan dari masyarakat tersebut dengan menggunakan teori maslahah mursalah.
Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Respon Masyarakat Magelang

Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota
Magelang Provinsi Jawa Tengah?

2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap respon masyarakat
Magelang dalam menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 20177?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian yaitu:

a. Mengetahui bagaimanakah respon masyarakat Magelang terhadap
Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten
Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

b. Mengetahui bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap respon
masyarakat dalam menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.

2. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:



a. Kegunaan Teoritik
Hasil yang ada dari penilitian ini diharapkan dapat menambah dan
memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi
khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan
sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten
Magelang dalam upaya penyelesaian sengketa batas daerah. Serta
memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi
masyarakat khususnya pada bidang hukum.
D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.® Membaca dan memahami
literatur pustaka dalam rangka membantu dalam proses penelitian ini adalah hal yang
mutlak dilakukan. Hal ini akan menjadi pembanding peneliti serta mencari celah
terkait sengketa batas wilayah antar daerah. Berikut beberapa literatur yang sedikit
banyak mempunyai keterkaitan dengan judul atau masalah yang peneliti tulis:
Rahman Widiyantoro, dalam skripsinya yang berjudul ‘“Penyelesaian

Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul”

Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), him. 3.



meneliti mengenai batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten
Bantul, khususnya berada dalam wilayah obyek wisata Goa Cerme.® Dalam
penelitian ini Rahman fokus kepada bagaimana peran Gubernur sebagai fasilitator
dalam menyelesaikan perselisihan batas wilayah dengan berpegang pada Undang-
Undang No. 32 Tahun 2014 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012. Dalam penelitian
penulis membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian
persoalan batas daerah Kabupaten dengan Kota Magelang yang telah ditetapkan
dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2017, tidak sampai kepada peran gubernur
dalam menangani persoalan tersebut.

Selanjutnya, Nurbadri, dalam tesisnya “Konflik Batas Wilayah di Era
Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesainnya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah
Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo” meneliti tentang konflik yang
terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah khususnya
konflik batas wilayah yang seperti terkena efek domino dari ditetapkannya Undang-
Undang tentang otonomi tersebut.!* Nurbadri fokus kepada faktor-faktor yang
mempengaruhi munculnya konflik batas wilayah serta upaya penyelesaiannya. Jadi
perbedaannya terletak kepada pokok penelitian. Peneliti akan lebih mendalami

kepada respon masyarakat terkait penyelesaian permasalahan batas daerah.

10 Rahman Widiyantoro, “Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten
Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
2016.

11 Nurbadri, “Konflik batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya
Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo”, tesis Program
Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.



Penelitian yang lain adalah tesis karya Nanang Kristiyanto dengan judul
“Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota dengan Kabupaten Magelang
(Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak)”. Tesis ini mengulas
tentang mengapa terjadi konflik kelembagaan mengenai batas daerah, yang mana
menurut sejarahnya daerah yang satu awalnya merupakan bagian daerah lainnya.*?
Dampak-dampak yang di timbulkan dari terjadinya konflik batas daerah juga dibahas
dalam tesis tersebut. Pada penelitian ini penulis tidak membahas bagaimana
terjadinya konflik, tetapi langsung kepada pendapat masyarakat terhadap hasil.

Gerard Infandi dalam tesisnya yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah
Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak
Numfor dengan Kabupaten Supiori”. Penelitian Gerard fokus kepada keputusan
gubernur dalam menyelesaiakan persoalan batas daerah antar kabupaten. la juga
meneliti bagaimana ketentuan hukum (ius constitutum) tentang peranan pemerintah
daerah provinsi khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyelesaian
sengketa wilayah.™

Dari beberapa penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang
sudah ada masih membahas mengenai penyebab terjadinya konflik batas daerah dan

upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut. Banyak penelitian yang membahas

12 Nanang Kristiyanto, “Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang
dengan Kabupaten Magelang”, tesis Program Studi Magister I[lmu Politik Universitas Diponegoro
Semarang, 2008.

13 Gerard Infandi, “Peranan Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa
Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori”, tesis Program Magister Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.



persoalan batas daerah perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah. Namun dalam penelitian penulis akan meneliti pandangan
masyarakat terhadap persoalan batas daerah yang penyelesaiannya telah ditetapkan
dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2017. Selain itu penulis juga akan melihat
respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tersebut dari
pandangan yang berbeda, yaitu teori maslahah mursalah.
E. Kerangka Teori

Al-Mashlahah al-Mursalah secara bahasa, kata al-mashlahah adalah sama
seperti lafadz al-manfa’at yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-
sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti
menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti
menjauhi kemudlaratan.’* Maslahah Mursalah menurut istilah, seperti yang
dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun
tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu
baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia disebut maslahah mursalah
atau maslahah yang lepas dari dalil secara khusus.'® la menjelaskan beberapa

persyaratan dalam memfungsikan maslahah mursalah, yaitu:

14 Rachmat Syafi’e, llmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS (Bandung: CV Pustaka Setia,
2010), him. 117.

15 Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, Ushul Figih, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2005), him. 149.
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1. Sesuatu yang dianggap maslahat harus berupa maslahat hakiki yaitu yang
benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan,
bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya
kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum,
bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang
ada ketegasan dalam Al quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan
dengan ijma’.

Selanjutnya, pengertian mashlahah secara syar’i adalah:®

Bile gl Babe £ LAl 3 galia ) s a5al) qud)

Imam Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

“ Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat
atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab
meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan
kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan
al-maslahat ialah memelihara tujuan-tujuan syara’.”

Pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Ghazali
memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

16 Abdul Rahmad Dahlan, Ushul Figih (Jakarta: Amzah, 2010), him. 305
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selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada
kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan
bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan,
sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan
kehendak syara’, karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh sebab itu menurut
Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah
kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara’ yang
harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada
intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan
maslahah.!” Kelima aspek tujuan syara’ itu merupakan tiang penyangga kehidupan
dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.'®
Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli ushul figih membagi
maslahah menjadi tiga macam, yaitu:*°
a. Magslahah al-Dhaririyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti

ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

17 Nasrun Haroen, Ushul Figih, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him. 114.

18 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fgih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), him. 425.

9 1bid., hlm. 115-116.
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memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut
dengan al-mashalih al-khamsah.

b. Maslahah al-Hdjiyyah, vyaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia.

c. Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa
keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau field
research, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data
langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau
peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.?

Untuk itu ciri dari penelitian ini tidak berbentuk angka, melainkan seperti

20 exy L. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 4.
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sikap, tingkah laku dan pendapat.?! Penelitian ini dilakukan dengan cara
melakukan wawancara dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan

tentang permasalahan yang akan diteliti.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Yuridis Empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk
melihat atau menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku
secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa
Peraturan Perundang-Undangan tentang penyelesaian persoalan batas
daerah. sedangkan Empiris digunakan untuk menganalisa bagaimana
pandangan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan batas daerah Kota
dengan Kabupaten Magelang yang mana telah di tetapkan dalam
Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Magelang bagian Tata

Pemerintahan dan masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Penelitian ini mengambil metode Deskriptif-Analitik, yang dimaksud adalah

menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori

him.1.3.

21 Soeprapto, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009),
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maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran
yang konkrit dan jelas secara ilmiah.
. Teknik Sampling
Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling
menurut Sugiyono adalah Teknik pengambilan sampel dengan beberapa
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan
memudahkan peneliti untuk mendapatkan situasi sosial yang akan di teliti.?
Teknik sampling ini penyusun gunakan karena mengingat keterbatasan waktu,
biaya dan tenaga sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil seluruh
sampel untuk diteliti.
Subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini
adalah:

1) Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Magelang

2) Masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan yang

mengetahui dan memahami permasalahan batas daerah Kota dengan
Kabupaten Magelang.
Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota

Magelang Provinsi Jawa Tengah.

22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), him. 53-54.
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5. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Data Primer
Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data
yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga
masyarakat, melalui penelitian.?® Jadi penyusun mendapatkan data dari
hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, yaitu masyarakat Desa
Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Khususnya masyarakat yang
mempunyai pengetahuan tentang permasalahan batas daerah dan
mengetahui terjadinya permasalahan.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku
literatur, Undang-Undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang
berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan
adalah:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Penegasan Batas daerah;

23 Sperjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2012), him. 12.
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4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2017 tentang
Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang
Provinsi Jawa Tengah.
5) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang
penyelesaian persoalan batas daerah.
6. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi
Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok atau secara langsung.?* Observasi
dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di daerah
Kabupaten Magelang yang mana daerahnya terkait dengan persoalan tapal
batas serta perluasan wilayah tersebut. Untuk menemukan fakta yang
berkaitan dengan persoalan batas daerah Kota dan Kabupaten Magelang.
b. Wawancara/interview
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara

(interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang

24 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).hIm.



17

diwawancarai atau narasumber.?®> Dalam penelitian ini penyusun
melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan
Mertoyudan khususnya dengan masyarakat yang mengetahui dan
memahami permasalahan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang,
serta instansi yang terkait, seperti Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang

guna memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam
bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang
diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga
akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan
perkiraan.2®
7. Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara kualitatif,
selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan
dengan menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan terhadap data yang
terkumpul, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-

literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil

2 1bid., him. 188.

26 1bid., him. 158.
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penelitian lainnya digunakan guna mendukung studi kepustakaan. Kemudian dari
data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif
yakni mengumpulkan data yang sudah ada, dipilah dan dilakukan pengolahan data
lebih mendalam secara kualitatif. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab
segala permasalahan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun
membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan
mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, pertama, yaitu pendahuluan yang berisi
latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan
terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga,
tujuan penelitian yang berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini
dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian. Keempat,
telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisi acuan yang
digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode
penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian.
Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan

dibahas dalam penelitian ini.
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Bab dua adalah gambaran umum mengenai teori maslahah mursalah dan
konsep otonomi daerah.

Bab tiga adalah uraian tentang respon masyarakat Magelang terhadap
Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang
dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Bab empat adalah analisis terhadap respon masyarakat dalam menaggapi
Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang
dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori
maslahah mursalah.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas
penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan.

Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada

bagian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang
menghasilkan respon masyarakat menerima, masyarakat menolak dan
masyarakat tidak menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.

2. Masyarakat yang  menerima  Permendagri  beralasan  tetap
mempertahankan wilayah tempat tinggalnya sebagai wilayah kabupaten,
karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan di kota akibat mahalnya
pajak-pajak yang harus dibayar. Alasan bagi masyarakat yang menolak
yaitu dalam memenuhi kebutuhan, melakukan aktifitas di luar rumah,
mencari pekerjaan serta pelayanan publik lainnya lebih terpenuhi oleh
pemerintah kota. Sehingga menginginkan wilayah tempat tinggalnya
berpindah menjadi wilayah kota. Sedangkan masyarakat yang tidak
menanggapi, pada dasarnya karena alasan tidak mengetahui permasalahan
yang terjadi sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya. Seluruh

alasan tersebut

74



75

sesuai dengan teori maslahah mursalah, karena seluruhnya menyangkut

kemanfatan bagi orang banyak, bukan hanya kepentingan perseorangan.

4. Maslahah mursalah terbagi menjadi tiga macam, Vyaitu maslahah
dharariyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah tahsiniyyah. Masyarakat
yang setuju dengan Permendagri termasuk dalam kategori maslahah
dharariyyah, masyarakat yang beralasan lebih terpenuhinya kebutuhan
jika berpindah wilayah ke kota, penyusun kategorikan dalam maslahah
hajiyyah, dan masyarakat yang tidak memberikan respon masuk dalam
kategori maslahah tahsiniyyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran

masyarakat dan pemerintah:

1. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan sosialisasi guna
memahamkan kepada masyarakat bahwa permasalahan batas wilayah
yang terjadi telah usai dengan diundangkannya Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota
Magelang Provinsi Jawa Tengah.

2. Adanya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga
keluarnya keputusan yang telah dibuat tidak dinilai sebagai keputusan

yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
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LAMPIRAN

A. Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten
Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di
Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa
Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara
Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi
Jawa Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten
Magelang dengan Kota Magelang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah difasilitasi oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penegasan
Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah
Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi
Jawa Tengah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA
MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Tengah.

Kabupaten Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Kota Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Ketjil
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Ketjil di Djawa.

Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang
sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada
batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang
dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan



disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar
daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang
sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada
batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang
dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan
disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas
antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat
hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2
Batas daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang

1. PABU 001 dengan koordinat 07° 29' 36.0637" LS dan 110° 12' 01.0947" BT
yang terletak di Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan
Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang;

2. PABU 001 selanjutnya ke °arah Barat Laut sampai pada® TK.01 dengan
koordinat 07 29' 34.9113" LS dan 110 11'56.0123" BT, TK.01 selanjutnya ke
arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Progo sampai pada
PABA® 003 dengan koordinat 07 29' 24.0527" LS dan 110 12' 03.4657" BT
yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten
Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan
Magelang Selatan Kota Magelang, PABA 003 selanjutnya ke arah Timur Laut
menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Progo sampai pada® PABU 004 dengan
koordinat 07 29' 09.5619" LS dan 110 12' 20.9793" BT yang terletak di
Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang
berbatasan dengan Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten
Magelang;

3. PABU 004 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (MEDIAN LINE)® Kali
Progo sampai pada PABA® 005 dengan koordinat 07 29' 02.8865" LS dan 110
12' 20.8283" BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo
Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 005 selanjutnya ke arah
Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE)? Kali Progo sampai pada PABA®



007 dengan koordinat 07 28' 53.5454" LS dan 110 12' 23.1289" BT yang
terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah
Kota Magelang,

PABA 007 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (MEDIAN LINE)®
Kali Progo sampai pada PABA® 006 dengan koordinat 07 28' 48.1042" LS
dan 110 12' 21.2465" BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan
Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban
Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 006 selanjutnya ke arah
Utara menyusuri as (MEDIAN LINE)® Kali Progo sampai pada PABA® 008
dengan koordinat 07 28' 40.8102" LS dan 110 12' 21.1618" BT yang terletak
di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan
Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 008
selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Progo
sampai pada PABU® 010 dengan koordinat 07 28' 28.5272" LS dan 110 12'
35.2779" BT yang terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang
Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Trasan Kecamatan
Bandongan Kabupaten Magelang;

PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE)®
Kali Progo sampai pada PABA® 011 dengan koordinat 07 28' 26.1822" LS
dan 110 12' 34.9559" BT yang terletak di Desa Trasan Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan
Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 011 selanjutnya ke arah Barat Laut
menyusuri as (MEDIAN LINE)® Kali Progo sampai pada PABA® 012 dengan
koordinat 07 28' 22.2068" LS dan 110 12' 33.3970" BT yang terletak di
Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang
berbatasan dengan Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang,
PABA 012 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (MEDIAN LINE?®)
Kali Progo sampai pada PABA® 013 dengan koordinat 07 27' 36.4962" LS
dan 110 12' 36.8394" BT yang terletak di Kelurahan Potrobangsan Kecamatan
Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidorejo
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 013 selanjutnya ke arah
Utara menyusuri as (MEDIAN LINE)® Kali Progo sampai pada PABA® 014
dengan koordinat 07 27' 33.7907" LS dan 110 12' 35.2131" BT yang terletak
di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang
berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota



Magelang, PABA 014 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as
(MEDIAN LINE)® Kali Progo sampai pada PABA® 016 dengan koordinat 07
27' 12.9619" LS dan 110 12' 41.2205" BT yang terletak di Desa Sidorejo
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan
Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang,
PABA 016 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE®)
Kali Progo sampai pada PABU® 015 dengan koordinat 07 27' 12.0570" LS
dan 110 12' 45.1042" BT vyang terletak di Kelurahan Kramat Selatan
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa
Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

PABU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE)®
Kali Progo sampai pada PABA® 017 dengan koordinat 07 26' 45.5225" LS
dan 110 12' 46.9785" BT yang terletak di Kelurahan Kramat Selatan
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa
Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 017 selanjutnya
ke arah Timur Laut menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Progo sampai pada
PABA® 018 dengan koordinat 07 26" 42.7561" LS dan 110 12' 47.7337" BT
yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
yang berbatasan dengan Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang
Utara Kota Magelang, PABA 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri
as (MEDIAN LINE®) Kali Progo sampai pada PABA®019 dengan koordinat 07
26' 40.6835" LS dan 110 12' 54.1640" BT yang terletak di Kelurahan Kramat
Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan
Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 019
selanjutnya ke ®arah Timur sampai pada® TK.02 dengan koordinat 07 26'
39.6840" LS dan 110 13' 09.4469" BT, TK.02 selanjutnya ke °arah Timur
Laut sampai pada® TK.03 dengan koordinat 07 26' 33.4929" LS dan 110 13'
06.3159" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (MEDIAN
LINE®) Kali Bening sampai pada °PBU 021 dengan koordinat 07 26' 19.6397"
LS dan 110 13' 07.6091" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Utara
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

PBU 021 selanjutnya ke ®arah Utara sampai pada PABA° 022 dengan
koordinat 07 26" 15.1140" LS dan 110 13' 26.3748" BT yang terletak di
Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang
berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang, PABA 022 selanjutnya °ke arah Barat sampai pada °PABA 023

Vi



10.

dengan koordinat 07 26' 15.2112" LS dan 110 13' 26.0810" BT yang terletak
di Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang
berbatasan dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang, PABA 023 selanjutnya ke arah® Barat Laut sampai pada PBU® 024
dengan koordinat 07 26' 02.2193" LS dan 110 13' 26.2670" BT yang terletak
pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
PBU 024 selanjutnya ke arah® Barat Daya sampai pada® TK.04 dengan
koordinat 07 26' 02.8848" LS dan 110 13'23.8968" BT, TK.04 selanjutnya ke
arah® Timur Laut sampai pada® PBA 025 dengan koordinat 07 26' 02.2788"
LS dan 110 13' 41.7296" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Utara
Kecamatan Magelang

Utara Kota Magelang, PBA 025 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as
(MEDIAN LINE) Jalan Jenderal Ahmad® Yani sampai pada PBU® 026 dengan
koordinat 07 26' 06.0555" LS dan 110 13' 41.4294" BT yang terletak pada
batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan
Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

PBU 026 selanjutnya ke arah® Tenggara sampai pada °PBU 027 dengan
koordinat 07 26' 06.8841" LS dan 110 13'49.7792" BT yang terletak pada
batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan
Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

PBU 027 selanjutnya °ke arah Timur sampai pada TK®.05 dengan koordinat
07 26' 07.2829" LS dan 110 13'50.9948" BT, TK.05 selanjutnya ke arah
Selatan menyusuri as (MEDIAN LINE) Kali® Manggis sampai pada® PABA
030 dengan koordinat 07 26' 09.3281" LS dan 11013' 50.8514" BT yang
terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
yang berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang, PABA 030 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (MEDIAN
LINE) °Kali Manggis sampai pada® PABU 028 dengan koordinat 07 26'
12.3890" LS dan 110 13'50.9114" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa
Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

PABU 028 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE)°Kali
Manggis sampai pada °PABU 029 dengan koordinat 07 26' 13.3991" LS dan
110 13' 51.3011" BT vyang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan
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12.

13.

14.

15.

Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Jambewangi
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

PABU 029 selanjutnya ke® arah Barat sampai pada PABU°031 dengan
koordinat 07 26" 13.6129" LS dan 110 13' 43.1778" BT yang terletak di Desa
Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan
dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
PABU 031 selanjutnya ke °®arah Barat Daya sampai pada® TK.06 dengan
koordinat 07 26' 23.5680" LS dan 110 13'39.1404" BT, TK.06 selanjutnya ke
arah Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Manggis sampai pada
°PBU 032 dengan koordinat 07 26' 28.1385" LS dan 110 13'44.8814" BT
yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota
Magelang;

PBU 032 selanjutnya ke arah® Tenggara sampai pada °PBA 033 dengan
koordinat 07 26" 32.2428" LS dan 110 13'45.7224" BT yang terletak pada
batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan
Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PBA 033
selanjutnya ke arah® Tenggara sampai pada® PBU 034 dengan koordinat 07 26'
34.9809" LS dan 110 13' 47.4140" BT yang terletak pada batas Desa
Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan
Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

PBU 034 selanjutnya ke arah® Tenggara sampai pada °PBA 035 dengan
koordinat 07 26' 40.8196" LS dan 110 13'- 10 -53.2107" BT yang terletak di
Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang
berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang, PBA 035 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (MEDIAN
LINE®) Kali Elo sampai pada® PABU 037 dengan koordinat 07 27' 08.1837"
LS dan 110 13' 41.3860" BT yang terletak di Desa Pancuranmas Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

PABU 037 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali
Elo sampai pada PABA® 038 dengan koordinat 07 27' 09.5829" LS dan 110
13'40.8616" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang
Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang, PABA 038 selanjutnya ke arah Selatan
menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo sampai pada PABA® 040 dengan
koordinat 07 27' 41.6286" LS dan 110 13' 43.5785" BT yang terletak di Desa
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Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan
dengan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA
040 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo
sampai pada PABA® 039 dengan koordinat 07 27' 43.0309" LS dan 110 13'
44.7831" BT yang terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara
Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang, PABA 039 selanjutnya ke arah Barat Daya
menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo sampai pada PABA® 042 dengan
koordinat 07 28' 30.6832" LS dan 110 13' 52.9537" BT yang terletak di Desa
Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan
Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 042
selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo
sampai pada PABU®43 dengan koordinat 07 28' 55.2531" LS dan 110
14'03.3835" BT yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan
Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Ngasem
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; dan

PABU 043 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali
Elo sampai pada PABA® 044 dengan koordinat 07 29' 00.5407" LS dan 110
14' 10.6497" BT yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara
Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 044 selanjutnya ke arah
Tenggara menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo sampai pada PABA® 045
dengan koordinat 07 29' 02.2327" LS dan 110 14' 09.9290" BT yang terletak
di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota
Magelang yang berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang, PABA 045 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri
as (MEDIAN LINE®) Kali Elo sampai pada® PABA 049 dengan koordinat 07
29' 50.9623" LS dan 110 14' 00.9371" BT yang terletak di Kelurahan Tidar
Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang berbatasan dengan
Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, PABA 049
selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (MEDIAN LINE®) Kali Elo sampai
pada® PABA 048 dengan koordinat 07 29' 58.7758" LS dan 110 14' 00.1404"
BT yang terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan
Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan
Candimulyo Kabupaten Magelang, PABA 048 selanjutnya ke arah Tenggara
menyusuri as (MEDIAN® LINE) Kali Elo sampai pada® TK.07 dengan
koordinat 07 30" 15.1473" LS dan 110 14' 11.9623" BT, TK.07 selanjutnya ke



® arah Barat sampai pada ® TK.08 dengan koordinat 07 30" 16.5104" LS dan
110 14' 06.3293" BT, TK.08 selanjutnya® ke arah Selatan sampai pada® TK.09
dengan koordinat 07 30" 18.4035" LS dan 110 14' 06.2607" BT, TK.09
selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 30’
19.1402" LS dan 110° 14' 02.8257" BT, TK.10 selanjutnya ke °arah Barat
Laut sampai pada® TK.11 dengan koordinat 07 30" 16.4232" LS dan 110 14
00.1968" BT, TK.11 selanjutnya® ke arah Barat sampai pada® TK.12 dengan
koordinat 07 30" 11.3276" LS dan 110 13' 25.4047" BT, TK.12 selanjutnya ke
arah Selatan menyusuri as (MEDIAN LINE) Jalan Jenderal® Sudirman sampai
pada® TK.13 dengan koordinat 07 30" 15.0300" LS dan 110 13' 25.6944" BT,
TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (MEDIAN LINE) Jalan
Jenderal Sarwo® Edhie Wibowo sampai pada® TK.14 dengan koordinat 07 30’
21.1068" LS dan 110 13' 10.2743" BT, TK.14 selanjutnya ke arah® Barat Laut
sampai pada TK°15 dengan koordinat 07 30" 13.9190" LS dan 110 13
12.9012" BT, TK.15 selanjutnya °ke arah Barat sampai TK.16 dengan
koordinat 07 30' 12.3915" LS dan 110 13' 03.6963" BT, TK.16 selanjutnya®
ke arah Utara sampai pada® TK.17 dengan koordinat 07 30" 05.7573" LS dan
110 13' 05.1854" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as
(MEDIAN LINE®) Kali Manggis sampai pada® TK.18 dengan koordinat 07 30'
20.7775" LS dan 110 12' 46.4933" BT, TK.18 selanjutnya ke °arah Barat Laut
sampai pada® TK.19 dengan koordinat 07 30" 14.5523" LS dan 110 12'
23.8572" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (MEDIAN®
LINE) Kali Bening sampai pada® TK.20 dengan koordinat 07 29' 58.5977" LS
dan 110 12' 08.7305" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as
(MEDIAN LINE®) Kali Bening sampai pada® TK.21 dengan koordinat 07 29'
32.6784" LS dan 110 12' 21.5987" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Barat
sampai pada titik awal yaitu PABU 001.

Pasal 3
Posisi PBU, PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan,
dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4
Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di
peta dalam Lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.



Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017.

MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1086.
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (I\VV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001.
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B. Transliterasi Arab

BAB |

Nomor Footnote

Halaman

Terjemahan

10

Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu
gambaran dari meraih manfaat atau
menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan
itu yang kami maksudkan, sebab meraih
manfaat dan menghindarkan kemudharatan
tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan
manusia dalam mencapai maksudnya. Yang
kami maksudkan dengan al-maslahat ialah
memelihara tujuan-tujuan syara’.

BAB Il

20

Memelihara tujuan syara’ (dalam
menetapkan hukum).

21

Memelihara tinjauan syara’ (dalam
menetapkan hukum) dengan cara
menghindarkan kerusakan dari manusia.

21

Ungkapan dari sebab yang membawa
kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat
atau adat.

22

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti
baginya dari syara’ dalam bentuk nash
tertentu yang membatalkannya dan tidak ada
yang memperhatikannya

23

Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk
tertentu yang membatalkannya dan tidak
pula yang memperhatikannya

24

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’
(Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk
tertentu yang membuktikan tentang
pengakuannya atau penolakannya.

XV




24

Maslahah mursalah ialah maslahat yang
tidak ada dalil syara’ datang untuk
mengakuinya atau menolaknya.
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C. Surat Permohonan lzin Penelitian

r%g/f@ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
‘e’:&‘fz?, UNIVERSITAS ISI.AM NEGERI SUNAN KALIJAGA
6‘:?‘3 FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

I Alamat - JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

http//syariah.uin-suka.ac id Yogyakarta 55281

No. ] B<760/Un.02/DS.1IPN.OOI\3 2018 14 Maret 2018
Hal  : Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

’ Assalamu'alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ibu

untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut ci bawah ini :

No. Nama NIM JURUSAN

1 Nur Afrilia Tri Ningsih 14370048 Hukum Tata Negaral/Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Banyurojo, Bulurejo serta Mertoyudan Kecamatan
Mertoyudan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi)
yang berjudul ‘RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN
2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH'".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Vogyakarta, 22 Maret 2018

Kepada Yth. :
Nomor :  074/3566/Kesbangpol/2018 Gubernur Jawa Tengah
Perihal : Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah
di Semarang
Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor 1 B-760/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 14 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"RESPON MASYARAKAT MAGELANG
TERHADAP PEREMENDAGRI NO 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH” kepada:

Nama : NUR AFRILIA TRI NINGSIH

NIM : 14370048

No.HP/Identitas :  082220298080/3308205804950002

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara / Siyasah

Fakultas :  Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Lokasi Penelitian : - Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kab. Magelang
- Masyarakat Desa Banyurojo, Bulurejo dan Mertoyudan Kab.
Magelang

Waktu Penelitian 1 22 Maret 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

it Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Surat Izin dari KESBANGPOL DIY
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PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. Soekarno-Hatta No. 007, & ( 0293 ) 788616

KOTA MUNGKID 56511
Nomor  :070/278/47/2018. Kota Mungkid, 9 April 2018
Lampiran : 1 (satu) buku Kepada
Perihal : Rekomendasi. Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.

Di -
KOTA MUNGKID
1. Dasar . Surat dari DPMPTSP Prov. Jateng
Nomor . 070/5532/04.5/2018
Tanggal : 26 Maret 2018
Tentang : Rekomendasi Penelitian

2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan
Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

a. Nama :  NUR AFRILIA TRI NINGSIH.

b. Pekerjaan . Mahasiswa

c. Alamat . Bangsren RT 26, RW 11 Krincing, Secang,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

d. Penanggung Jawab : Dr. Moh Tamtowi,M Ag.

e. Lokasi :  Kabupaten Magelang

f. Waktu : B April s/d 2Juni 2018

g Lembaga . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

h. Anggota QU

i.  Tujuan :  Mengadakan Peneltian dengan judul :

RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR
64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat
Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperiunya.

4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang
dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah
politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas
keamanan dan ketertiban.

5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.

6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna sg¢periunya.

NTOR KESBANGPOL
FEN MAGELANG

Tembusan, / 2
1. Bp. Bupati Magelang ( sebagai laporan ). NIP-19611110 199003 1005

2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.

Surat Izin dari KESBANGPOL Kabupaten Magelang
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Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . PlEe }’ ©

Jabatan/Pekerjaan L kA RALAKAT

Alamat P QALAR AT

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ...2. S ARVCS 2 0 \R

bertempat di ..SALAHKC A guna melengkapi data skripsi yang
berjudul“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. )
YeeTaydlel. REATL 20R
kans. Lagaken

PITOY T
4
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : -

Nama : \f‘ \f’/omu / A7L,/cf]/@/zq

Jabatan/Pekerjaan : MQMJ&Q[/\ 5)(,4 /)L_S éjg u(u& o
/(crhc//{'/?o(/&d oY, Bu (1//4/0 ,

Alamat 2 a .
7W/~Jz)yu Xec. /‘/Mj el j
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan - Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

S «Q’f/ﬁ}’w\( 201d -

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tan

bertempat di s Xuld. ficrpsmressis , guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . //“ / /f’/\/A < :

ebstpoegaan ¢ LRALEAE A - [ Faus 199) ~ ol5
Alamat L KARET B il URE JO

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukin wawancara dengan saya pada tanggal 4 - 4.2 281 g

bertempat di ... 0Cel A , guna melengkapi data skripsi yang berjudul

“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Jabatan/Pekerjaan : Penstuaan
Alamat : Mk F
urn : -
a D.42 2T.01 rW.og Banyuro £
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :
Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan - Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di ... S0 , guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Yang bertanda tangan di bawah ini
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Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan - Mahaciewi Tnrnsan Hukum Tata Negara (Sivasah). Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyvakarta

1. Ap0) 2018

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal

bertempat di f“‘v‘hﬂ(ﬂ’ag“l“".’a guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan 1 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan . Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4-

bertempat di Ryt ol guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun

2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Yang bertanda tangan di bawah ini:
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Jabatan/Pekeriaan LI (AN GA7 -
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Menerangkan bahwa nama di bawah ini : »

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syaﬁah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2 /&}) e 208

bertempat di "’Z‘U AN PN guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Jabatan/Pekerjaan Weotua £ D 02 [Sacet /bd g e
Alamat |Caket T o4 /(w 03 Bu Wy ‘j 3]

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan - Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal
bertempat di 4 b , guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ANV



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama & _":’\,‘Vk» #’W e
Jabatan/Pekerjaan : KWU&\ er- 02 ke . 0 A Vzm \/nb\ 4
Alamat ;o EU0S ul Samg |

| ' "E;C!“‘V/‘{Q%

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ......:=, A;V” Jaq

bertempat di H«Uhu'l/‘mo\"(zwo(, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Jabatan/Pekerjaan TIPAK B 5KER;7A( s el et i i
Atpiriat . KRANECAN, BanyuROIO MECR/Owv DAy, MEl_

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
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Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal L&

bertempat di //i i"‘c’)’ : *'/’W‘r "z}y /3., guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun

2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat ketemngan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Yang bertanda tangan di bawah ini :
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Jabatan/Pekerjaan : Retua BT -0l Rw .
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Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal L5 gl

bertempat  di Pumaly . guna melengkapi data skripsi yang
berjudul“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

XXIX



XXX



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
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Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ....~.... AL [.20(%

bertempat  di Comah , guna melengkapi data skripsi yang
berjudul“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Maslahah Mursalah”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
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Dokumentasi foto bersama salah satu warga Banyurojo

&~

N

Foto 0. 2
Dokumentasi foto saat melakukan wawancara di Kantor Kepala Desa Bulurejo
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RIWAYAT HIDUP PENULIS
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